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h.\ L\ PE~dA.NL-\R 

Puji ::;yukur peneliti panjidh.m k,;;paJa Allah S\VT karena atas Ralunat-Nya 

maka peneiitian yang berjudul "Aspek Tanggung Gugat Konsultan Hukum Dalam 

Rangka Pelaksanaan Prinsip Ketr.:rhukaan (Full And Fair Disclosure) di Pasar Modal" 

b~rhasil dilaksanakan. 

Penelitian ini tcrlaksana herdasarkan dana DIP Universitas Airlangga 

1999/2000 dengan NomoI' Kontrak : 805/J03.2.rp.G.!1999, SK Rektor NomoI' 

8402/J03;PPi 1999. 

j\kngingat terbat'lsnya dana dan waklu yang tersedia, hasil pen~litian ini 

masih perlu ditindaklanjuti dengan penelitian sejenis dimasa datang. Kepada semua 

pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, peneliti mengucapkan hanyak 

terima kasih. 

Semoga hasil penditia!1 1111 daJ):1t bennanfa:lt bagi pengembangan dimasa 

mencL.lt:mg. 

SlIraba\ <l. .I:lf111ari 2()()() 



.~SPF~ T -\:'\GGU;,\G Gen.\"! K()\JSl.TT:\~ InTKU\1 DALNvl R:\1\'"GKA 

PELAKSANAA .. 1'.J PRINSIP KETERBUKAAN (FULL AND FAlR DISCLOSlJRE) 

Dl PASAR !vIODAL. 

(Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Mach. Isnaeni, Abd. Shamad, Lucianus Budi 

hag,ramalltu. Zahl") \'andati Chu!11:1ida. 2000. 20 halarnan). 

Pcnelitial1 ini di!al,uL;!I1 U:1luL mcnj;l\\ah p;:Tmasalah.:m B':lgaimana pcranan clan 

L~\\(,!1Jng.l!l ~.':\n~t!lL1tl hUKUlll (!:ibm rangka l1lcndukung prinsip kcterbukJ.:m (futI 

and fiar disclosure) d,m sampai s~j:1Uh mana tanggung gugat konsultan hukum 

terhadJp adanya ketidakkngkapan dan ketidak1epatan infotmasi (undisclosure) yang 

dibutuhkan oIeh masyarak:n pemodal. 

Tujuan penelitian ini adalah llnruk menambah wawasan. pemahaman s..::nJ 

pcngel;1l1uan rncngenai peraIl;ltl kUIlSlIl[,lll hukum d;rlwn rangka menclukllng 

l1uhum. 

Penelitian ini adalah peneliliall namuli!' clan pendekar.:m masalah clilakukan dengan 

cara ~uridis n0l1l1ati1 (dogmalik), ~';lilU suatu pendeLltan dengan menelaah peran.lran

pcratur,m hukulIl yang tdah ditctapkan. guna mcmbahas pcnnasalahan yang (leia 

1\, 



In:hum normatif (dogn13tik) y:m~ krdiri atas bahan hukum primer dan b;lh.1n hukul1l 

Sd\.UIllkr. Bah.m hukulll prilll~'l hTupa peratUfall pc:runJ:mg-undangan di bidang 

hukum pasar modal, baik bempa udang-unciang, peraturan pemerintah, keputusan 

presiden, keputusan menteri dan peraturan lain yang herhubungan dengan prinsip 

keterbukaan informasi (full and t~1ir disclosure). Sedangkan bahan hukum sekunder 

hempa huku-buku. anikel ilmiah di hidang hukum, laporan-laporan penelitian. 

kamus. juma-jumal ilmiah di bidang hukum pasar modal, khususnya yang 

h.;rllllbungan d.:ng;1l1 prinsi p k..: kIlmka;lll infonnasi (full and fair disclosure). 

Pengumpul:ll1 bahan hukum dilJkllbn IllciJlui proscduridentifibsi dan inventarisasi 

secara kritis untuh sdanjutnya m:lJlui klasifibsi secaI"a logis-sistematis scsuai 

dengan tema yang fcmmus dan tuj:un dari penelitian ini dengan mempergunakan 

sistem kartu (card system), Terhadap bahan-hahan hukum yang berhasil dikumpulkan 

akan diperiksa kembali kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain kemudian 

disistem;lIi~ir sc~uaj dengan pcnnasalailatl p~nditian. Sclanjutnya bahan hUKum 

lersebut aLlII dioiah secar;\ kualitdlif dengan Ilh:lakuLm ickntifikasi dan ill\cntarisasi 

kCnllldi.m diurik 

pclaks<l rU;lfl prin S lp kctcrhu ka an infonnas i eli cl;l Ja III KrgiJtan paS:lr l1loda l. tidal, 

terkpas dari peranan konsultan hukum. sebagai salah satu profesi penunjang pasaf 



pcmyJtJJn p~ndaftaran, sesuJi bid;:ll1g keahliannya, clalam hal ini dalam bentuk 

pcmcriksa-an hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion). Dalam rangka 

melaksanakan bidang tugasnya tersebut, Konsultan hu1.'Um pasar modal diwajibkan 

mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasinya, dalam hal 

ini HKPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), yang bersifat independen, 

set1a hams mematuhi pula segal a kctcntuan pcraturan pemndang-undangan di bidang 

pasar modal. Untuk menjmnin agar pendapat dan keterangan yang diberikan oleh 

Konsultan Hukum pasar modal benar-benar sesuai dengan kode etik dan standar 

profesi. diberikan seear;} independen serta mendukung prinsip keterbukaan, maka 

ditcntubn adanya kcv,:ajiban untuJ.; ikut bcrianggung gugat .:ttas kemgian yang 

diderita in\'estor dal.:tm hal pendap.:tt dan keterangan yang diberikan tidak sesuai 

dcngan yang c1imaksucl (L.P. JUl1l<;:m Hukum Perdata Fakultas Hukum l'nivcrsitas 

,\irlangga. ;\omor Kontrak : 805,J03.2! PeT ]999. Dana DIP 199912(00). 

I"~ 
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BABI 

PfNOAHULlJAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pasar :-lod.11 mempunj ai peran yang stratcgis dalam Pc:mbangunan ~ asional 

sebagai salah sah! sumb~l: pembiilYJ:1I1 jangb panjang bagi dunia usaha, yang juga 

rnerupakan salah sah] \vadah altcrnatif inycstasi hagi rnasyarakat pemilik modal 

(investor) yang 5dJtna ini Iebih c,-'IH.krung m.:nyalurbn dananya ke sektor perbankan 

dan propc11i. Dengan demikian pasar modal merupakan salah sam wadah peng-

himpun dana dari investor, yang juga sekaligus merupakan wadah yang menjadi 

penyedia dana (modal) bagj masYJrakat yang akan memanfaatkan dana t~rsebut guna 

peningkatan maupun pengembangan kcgiatan usahanya untuk jangka waktu panjang. 

Disamping iill pasar modal juga bcqkTan dabm pemerataan kehidupan sosial dengan 

m:mbcrik:m k.c-;.'mpatan L:pacl:i 11l.l"yarakll untuk dapat mcnihnlClti kculltungan 

!'c.-n1l'LlliUIl ha"il-ha"il pCl11bangllnan !1Klalui adan~:a J.;.~tnllngJ.;.inan hagi maS\'ill'ak;]r 

untuh. ml.:miliki ~aham-"ah'lfn. (~Iunir Fuad~'_ ] 996: I O.L 

Pada dasarnya k.;giat.111 pasar modal p-:rlu diatur dalam p.:raruran pCIlUh!;Jih1-

. 



l1h.:ilh;lth.ln masyarabt yang 11l-:mpunyai kepentingan dalam kcgiatan jual bdi d;';k. 

n:mlUn jug:! karena kegiatan pasal modal mcmpunyai dampak penting krhadap sistem 

pcrekonomian serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

adanya peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal diharapkan kepen-

tingan semua pihak dapat terlindungi, serfa akan tcrsclenggaranya kegiatan pena-

waran dan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien sehingga dapat 

mcmberikan sumbangan tl:rhadap sistem p<;:rekonomian secara keseluruhan. 

Diundangkannya lTnd'lI1g-C:ndang No. 8 Talmn 1995 t~ntang Pasar ~Jodal. 

y.mg iHulai b-.::r1aku scjak 1 .lanuari 1996. b~scrta peraturan pelaksanaannya yang 

krJiri dari : Peratur:m Pemerinlah No. -1-5 Tahun 1995 tentang Penycknggara;m 

'K:;.~gi:lt:m di Bidang Pasar )'lodal dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 

tentang Tata Cara Pemeriksaan eli Bidang pasar J\ llodal, serta beberapa peraturan 

pelaksanaan yang lainnya. dihJrapkan mampu memberikan kerangka hukum y:mg 

kokoh bagi kegiJt:l11 pasar modal. j)iS3mping ifil juga :lclanya per:.lturan pemnc!:mg-

UllllaIl~;l!l di bid:lI1g pasar mml.ll terse-but diharapkan dapat memberikan kepastian 

teg:Js mcngatur mcngcn:Ji masalah kCi\:liih:m unrUh mcmcnuhi prinsip kctcrbukaan 

(full :Jnd fair disclosure). yang mcrupakaTl hal yang sangm pl.'nting clJlarn kgiJlan 



p.1:-;31' mocbL ciis3mping juga c!Jall:.- IllcngellJl kcl-.:ntuan-h<.:t;.;;nruan yang bcrbitan 

dcngJll kon!ich:ul::nsi dan l:Jnggung .::'lIg~1l atas k;.;;rugi;m !>crtJ JI1CJtn4l11 pidana bagi 

pcbku pJSJr modal yang tidak nh:!:d~l1bn k..::wajiban keterbukaatmya tersebut. 

UUPM menentukan bahwa setiap perusahaan yang menawarkan efeknya pada 

pasar modal (emiten), wajib mengungkapkan selul1.lh informasi mengenai keadaan 

usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan 

perusahaan secara jujur dan tranparan (full and fair disdisure) kepada masyarakat. 

(Lihat Penjelasan Umum alinca 6 ULT No. 8 Tahun 1995 tentang Pasilr Modal). 

Infonnasi itu hams dijamin kebenaralU1ya sehingga masyarakat pemodal (in\.';5tor) 

dapat mengetahui keadaan perusahaan sebdum mengambil keputusan untuk membeli 

atm [ieLlh m;::mbdi ('rek. Dengan dcmikian peranan informasi bagi kegiatan pasar 

modaJ ,1(1:11:111 ";ln~;Jt penting s;;hingga scring diibJra!bn hahw;J pasar modaJ tanp:1 

inform:J~i Jc!;J!:Jh judi. (\fJrzuki t '.~rlJr. 1 ,)qO: io)). 

! Lll ;nl dap:n dipah:lIl1i k:lr~'Tl:l <;dtap kcpurusJn m<:n:l11:mlk;m modal (in\'c's-

ta~i) lli pa'idJ" modal mcngandullg rcsiho. Disamping itu bcrkcIldan cicngan hal 

t~r:"d)uL !..,)fh":P !..;;pa~tiall dan p<.rliJl(lungan hukum di pa:-,ar modal hd~lk dapal 

dilcpa,;kan dari pcran selia prof..:;;;i p-::nunjang pasar mo(bl. Dalam kaitan ini prof~si 

p.:nunj:mg p3:-,ar IllOJ:tl bcrtJIlgguIl~ gugat lcrhadap kdcngkapan dan kckpJtln 

infortm"i y.1ng dihltuhLm oklJ 1:1:1'.\:1rJkll ;1..:modal (in\·c:-.tor). Di sJmping itu, 

/':.:-gi:lt:m jl~s.lr modal. !:m:na pn1 fcsi ini yan~, ak:ln m<...~ncntllkan apakah slIattI 

rramak<;! del-; ;1~;1!1 hcrLtn~l,r.lf1Q. ',:(:lJ";1 Lilt ;u;lUkah tidak. .\riarUTl kd1(:T:lda:m protcsi 



p.:nunpng pasar modal dialUf dalJtrl Bab VIII Pasal 64-69 Cndang-undang :..'0. 8 

Tahun 1995. 

l(onsultan Hukum pasar modal scbagai salah S3tU profcsi penunJ3ng pasar 

modal keberadaannya sangat penting dalam proses go public. Hal tersebut berkenaan 

den!!.an adanva Pemvataan Pend:lfbran Perusahaan (emitcn) wajib dilengkapi oleh - . . 

laporan pemeriksaan hukum (legal audit) dari konsultan hukum yang dinmjuk oleh 

emiten, dan kemudian kewajiban adanya satu pen~lpat hukum (legal opinion) oleh 

konsultan hukum yang dimuat dalam prospcktus. Legal audit dan kgal opinion 

tersebut merupakan dokumcn-dokumen yang wajib dibuat oleh seorang konf>ultan 

hukum ketika suatu perusahaan melakukan penawaran umum (go public). 

Sehubungan dengan pelaksanaan profesinya tersebut, konsultas hukum tidak terlcpas 

dari tanggung gugat. Dalam mertialan profesinya konsultan hukum mcmiliki 

tanggung gugat yang terus-menerus tidak sJja kepadJ perusJhaan (emiten). penjamin 

emisi (L'ndcT\\Titcr) n:Imlln juga kep;ld3 mas~'ar:Ikat pemodal (inwstor). 

B. Rumusan i\.lasalah 

Fknlilsarkan ura.ian tersebw diatas maka pemldsalahan eli cblam J1cnditian ini 

adalah s~bagai bcrikut : 

1. Bagaimanakah peranan dan kc\wnangan konsultan hukum cialam rangka mcn-

dUklmg prinsip keterbukaall (full and fair disdosure) ? 



lc::ngbpan dan kdiJakkp;ll:111 inl~.mnasi (undic1osure) yang dibuttlhkan oleh 

lllJsyarakat pemodal (investor) '7 



BAS II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Keberadaan Profesi Penunjang Pasal Modal diatur dalam UU No.8 Tahun 

1995, Bab VIII, Pasal 64-69. Dalam pasal 64 diatur profesi apa saja yang termasuk 

dalam katagori profesi penunjang pasar modal yaitu : 

a. Akuntan 

b. Konsuitan Hukum 

c. Penilaian 

d. Notaris 

t:. Profesi lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. 

Adapun ke\vajiban-kewajiban Profesi Penunjang Pasal Modal diatur didalam pasa! 

66-68 UlJPM. Yang perlu digaris ha\vahi ketentuan pasa! 67 "LTT.JP:M yang 

mct1l?!lhlbn : 

"Oalam mciakukan Kl.'gi:lfan usaha ell bidang pasar mod:lI. Protesi Penunjang 

jl,lsar \ fndal \Va.lih m~mh\..Tikan pc:nd,lpilf at:Ht p~nilaian ~'ang id~penden". 

P~ngalllrdn s<:p":11i ini m..:nulltui kcjujuran Pn)fesi Penunjdng Pasdl :\lodaJ unluk 

betul-betul b.:rpra].;tc].; secara id":vcll,kn. jangal1 mcnjadi kepanjangan tang an dari 

t:mikn atau pcnjamin cmisi. (T. \r!..lb~l Lubis, 1996:5) sdlingga n::mti.."1ya diharapbn 

tielak mcmpengaruhi pendapat at:m rcnilaiannya. 



Ad..1paun dukungan Proksi Pcnunjang Pasar ),fodal terhadap prmSlp 

keterbukaan (full and fair disclocure) dalam kegiatan pasar modaL tern\asuk dalam 

hal tanggung gugatnya, khtlsusnya pada pcrusahaan go publik me1iputi : 

a. Notaris, menuangkan dalam akta kehendak para pihak (emit en, pemegang 

saham); 

b. Konsultan hukum, membuat legal opinion dan legal audit berdasarkan 

informasi dan dokumen yang diberikan emiten; 

c. Akuntan publik, membuat auditing accounting berlandaskan pada 

informasi, dokumen, lapol'an keuangan yang disebut manajemen cmiten; 

d. Perusahaan penilaian membuat valuasion (penilaian) asset berdasarkan 

pada informasi data dokumen yang diberikan oleh emiten. 

Dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi (full and fair 

disclosure) legal audit (pemeriksaan hukum) dan legal opinion (pend3pat hukum) 

merupakan dol-:umen-dokumen ~·ang wajib dibuar oleh konsultan hukum dalam 

pros.::" go publik. L.::gal auclir mcrupakan cani untuk' m~njbi dan mcmpdajari 

Ol~iilion. L:g;d ;1UIJit mcngungkapLll'. s-:.::ara jdas dan terbub s-.:mua dokumcn \;1llg 

Jipc.:riksa dabm [41ngb penJ,Yaran Ull1um cfd~. TiJak ada dokumen .\·ang dip..:ri1.:sJ 

y~mg tidJk diuIlgkapkan. :\tas d,h.!!' p('mikiran ini. hasil legal :lUclit harus dibuat 

secafa tclwlis untuk dipergunakan okh penjatnin emisi (undc.:nvriter) bersama dengan 

legal opinion dalam melakukan penilaian terhJd:lp emit en. 



S~m~ntara itu kgal opinion (pcnd~lpat huku111) b~risikan pcnilaian/pendapat

p~ndapat atas hal-hal yang secara hukum dianggap penting dan materii1 mengenai 

aspek-aspek yuridis dari suatu pC11lsahaan. Jadi dibandingkan dengan legal audit, 

dokemen legal opinion ini lebih ringkas tanpa memaparkan fakta atau data tetapi 

Iebih menitikberatkan kepada pendapat terhadap fakta atau data tersebut. Dokumen 

yang disebut legal opinion ini harus dimuat dalam prospektus, sedangkan legal audit 

tidak dimuat dalam prospektus tetapi tcrsedia untuk public infonnation. 

Berkenaan dengan hal tersebut salah satu persoalan yang cukup mendasar 

dalam kegiatan pasar modal JdJIJh Jdanya perlindungan hukum bagi masyarakat 

pemodal (investor). Aspek paling penting dalan1 perlindungan hukum bagi investor di 

dalam kegiatan pasar modal adalah ada suatu pihak yang menderita kerugian sebagai 

akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh pihak lain maka undang

und.1ng memberikan jaminan bahwa pihak terse but akan memperoleh ganti rugi yang 

layak. Jaminan adanya ganti kerugiall kepada pihak yang dirugikan (invesror) 

mempakan bukti konkrit perlindungan (hukum) pada masyarakat pemodaI. (Hasan 

Zein l\lahmuJ. 1972:2). 

S~cara tn,;;ndasar l.'ndang-undang Pasar ~vIodal mcmbcrikan perlindungan 

hukum kepada llusyarakJt pcnlO,Ld (investor) sehingga llantinYJ diharapLm 

kepercayaan bl?rUl\\.:stasi di PilS:lJ' l1lodal bisa clitingkatkan. Perlindungan hukul1l 

tcrscbut diberikan sccara khusu~ !crhadap adanya pdanggaran yang b,.:;rk.:naan 

dengan prinsip keterbukaan. Apabila aela investor yangmerasa dirugikan karc-na 

adanya i.nformasi yang tidak benar alaU menyesatkan (an disclosure), sebagai akibat 

8 



(13ri adanya dokumen-dokumcn ~ang tidak benar yang karenallya investor terpancing 

untIlk membeli suatu saham ~bn menderita kerugian, mab secara hllkum pihak 

investor tersebut dapat menuntut ganti kerugian. Berkaitan dengan itu dalam 

ketentuan pasal 78 ayat 1, pasal 79 ayat 1, pasal 80 ayat 1, pasal 90 huruf c dan pasal 

93 lTV No.8 Tahun 1995 menentukan adanya larangan untuk memberikan infonnasi 

yang tidak benar dan menyesatkan baik itu dalam prospektus, pengurnuman di media 

masa maupun dalam transaksi di bursa efek. Pelanggaran terhadap pasal-pasal 

tersebut akan menimbulkan kerugian yang dapat dituntut oleh pihak yang merasa 

dirugibn scbagaimana diatur dalam pasal 111 UU 1\0. 8 Tahun 1995 yang 

menentukan : 

"SetiJp pillJk yang mendcrita kerugian sebagai akibat pelanggaran alas 

unciang-und.:mg in: dan af;lU pcraturan pelaksanaallnya dpat menuntut ganti 

rugi. baik scndiri-sendiri maupun bersama-sama clengan pihak lain yang 

rnemihki tunnnan yang serupa Teriladap pihak awn pihak-pihak yang 

bet1anggung ja\.vab atas pelanggaran tersebut". 

o 
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BAB III 

TLUUAN DAN MANFMT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan utama dilal:ukannya penelitian ini adalah : 

a. Untuk menambah wawasan, pemahaman selta pengetahuan mengenai peranaan 

konsultan hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan (full 

and fair disclosure) dalam kegiatan pasar modal. 

h. Cnruk menarnhah wawasan. penahaman serta pengetahuan mengenai aspek 

pcrlindungan hukum bagi investor terhadap adanya ketidakbenaran dan 

ketidakkpatan infOIma~i (Ull disclosure) alas dokumen yang tclah dibuat oleh 

Konsultan I Iukum. 

n. ~LUl[l.at P~nditi<Ul 

DilurJpLm dJpat mcnalllbah pengdahuan scrLI \\ a\\asan herpi1:ir (blam 

rangka proses pengembangan hukum nasional clan hukum pasar mocbl JLlcla 

khusus!1YJ. 



METOOOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini adalan penelitian nOlmatif dan pendl.!katan masalah dilakukan 

dengan cara ~uridis normatif (dogmatik), yaitu suatu pendekatan dengan menelaah 

peraruran-peraruran hukum yang tdah ditet41pkan. guna membahasa pennasalahan 

yang ,HIJ :-;eC;ll'il (ksl-.l'iptih-analitih. 

B. Sumb~r Dahan IIukum 

Bahan hukum yang dip-:rgunabn dalam p~neliliall tIll adabh bJhan-baluIl 

hukum nOffilatif (dogmatik) tenliri atas : 

a. Bahan hokum rrimer, terdiri 4ltas per41turan pemnciJng-undang;ln <Ii hiclang 

tlUkum p:1'<'r HWCI:11. b;liL berupa llndang-undang. P(TJtur:m !'l'm.:rintah. 

t:;::pU1U~:1n pl,~si(krl. J.\eputusJrl menteri (\Jrl pCl'atuJ'afl lain yang b<.:rhul)ung:lT~ 

lkngal1 prill"ip hc;:(r.:rhukaan inIUrmasi(full and Llir disclo<;ure). 

h. Bahan hUJ...Uiil "<.:kund-:r. I<.:rdiri aIdS huh:u-buku. dl1ik<.:1. ha"il-h.tsil ""l1ilnd!'. 
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C'. l"ru~(;dlj.r I)~llg1unpul.1tl J~ahan lIukl.Ull 

il1\\?11t.1ris3si bJh3n-bahnll huLlIll1 pi!111cr dan bJhan-bahJIl huhum sekender S(:C:11':1 

kritis untuk untuk sclanjutnya melalui klasifikasi secara logis sistematis seSUJl 

dengan tema yang terumus dan tujuan dari pcnelitian ini dengan mempergunakan 

sistem kartu (card system). 

D. Pengolahan dafl Analisis Bahan Hukwn 

."\pabila bah3J1-hah;1i1 hukum prjm~r maupun bahan-bahan hukum sekender 

yang Ji111aksud rdah diperoh:h, rnaka bahan hukurn tersebut diperiksa kembali 

kckngbpan dan honsistcnsinya satu sarna lain kemudian disistematisir sesuai dcngan 

pcnnasal3han pcncliti3n. SdanjutnYJ, baik hahan hukurn primer maupun schender 

diolah secara kualitatif dengan rnelakukan identifikasi dan invetarisasi proses 

klasifibsi yang logis "isremalis sesuili dcngan rema yang ICl1lmuS unruk ciian;llisis. 

Sedangl>.an anali~i~ data dilakukatl sc~ara kualitatif kemlldian ditdrik kesimplllan 

dengan menggunakan .::a1'a diskriptik-analitik. 

1 ~ 
1_ 



BABV 

HASIL DAN PEMAAHASAN 

A. Kcwajiban Konsultan Hukum Pasar Modal 

Kcgiat:m profesi p.:nunjJng pasar modal dilaLubn okh (lihat Pasal 56 PI' ~<o. 

45 TJhun 1995) : 

1 .. \kuntm; 

., KOrlsultarl Hukum: 

3. Pemilik: 

4. ~otaris. 

:\"amun tidal.. s.::mua pihah )'dng bcrfungsi sebagaimana profesi tersebut di atds dapat 

mcnjadi profcsi pcnunjang pasar modal. Agar supaya clapat menjadi Konsultan pasar 

',' "'I , r':1 Tl: l ,., ,1 

Di ,,;, Iiipil1~ ilu k,vnsullan 1 j U \-.u Ill. dan S..:lllU,1 pnl[',;si Jh.llUilJimg pasar Illodal 

kl's..:bul ..;..:b..:lull1 J,lpat md,lhuLlll L.;giatan usahanya. wajib mcmenuhi p.;:rsyaratan 

. , , 
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dol •. t.l1.J ~ara pcndaftaran, yang antara lain m~n~ntukan (lihat p~njdasan Pasal 6-1 ayat 

(3) CFP\f) : 

J. Ptrsyaratan sarana dan praSZlJallJ'. 

b. Persyaratan qualifikasi pendidikan; 

c. Persyaratan izin profesi hagi profesi yang mcmcrlukan izin dari inst<lnsi yang 

herwenang (c1alam hal ini adalah BAPEPA1\1); 

d. Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran. 

Ketentuan mengenai persyaratan sebagai profesi penunJang pasar modal t~rsebut, 

lcbih lanjut dipcl1cgas di dalam ketentuan Pasal 57 ayat 2 PP }.Jo. 4.5 Tahun 1995 

tentang penyelenggaraan di bidang pasal moda~ yang menentukan bahwa : 

(1) Penllohonan untuk krdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan 

kepada Barepam, dengan menggunakan fonnulir yang bentuk dan lsmya 

ditetapkan oleh Bapepam. 

en Pillllk ~'3ng l1lccngajnk:m pet111c>llOan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 L \\'ajib 

b. memiliLi a:\..hlJL J..lI1 mural :,;mg luiL 

c, memiliki k12ahlian eli bid:lJl 6 pa~Jr modal. 

. \dapun persyaratan untuk masing-masing profesi pel1unjang pasar mudal khih 

IJnjut diperinci di dabm Kcputus:m Ketu:! Bapep3m "No. KEP-37P~[ 1 q~6 

tenrang Pcndaftaran Profcsi Penunjang Pasar 1\ fodal. 

1·1 



Dalam rangka melaksan~lkan tugasnya di dalam kegiatan pasar modal, m3ka 

sdiap Konsultan Hukum pasar modal wajib mdakukan hal-hal scbagai berikut : 

1. :\danya kewajiban untuk mcntaati kode elik dan stanclar profesi yang elitetapkan 

oleh asosiasi profesi masing-masing, sebagaimana elitentukan eli elalam Pasal 66 

UU No.8 Tahun 1995. Kock etik dan standar profesi ini dimaksudkan sebagai 

suatu stan dar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada kliennya, 

dan mempakan suatu kewajiban bagi setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untuk 

mentaatinya. Berkenaan dengan hal tersebut, konsultan hukum terwadahi dalam 

asosiasi profesinya yang disebut IIKP~f, Notatis tenvadahi dalam asosiasi profesi 

I);"I, Akuntan terwadahi dalam asosiasi profesi 1A1 sedangkan pemsahaan penilai 

terwadahi dalam asosiasi G . .1..PPI elan l'"fPAAl. Pada umumnya standar profesi 

penunjang pasar modal memiliki tiga unsur utama yaitu (Charles F. Hemphill & 

Judi a. Long. 1994:157) : 

:1. .-\danya imegriras. yaihl ~'Jng bcrs:mgkutan menjalankan usahan\'a (knQ:ln 

IIlIl;;gritZls yang linggi: 

h. Adanya heharusall bt.'rsihap hali-hali dan tdili. :;..;rta llt~ll)iliki langgung .ia\vab 

penuh s-.:suai d..;ngan kcahliannya (duty skill of care): 

c. ~l:::megmg prinsip know your costumer atau mengetahui latar belabng kli..:n 

atau nasabahnya yang bcril1\'cstasi. 

Dengan demikian kode etik standart profesi dari konsultan hukum, dan setiap Profesi 

Penunjang Pasar !\IodaL harus c1ijaga seketat mungkin di dalam kegiaatn pasar 

modal. HaJ tersebut dimaksudkan agar supaya tidak pemah tCljadi kompromi atau 
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kolusi anta1'a konsultan hukum pasar modal ci0ngan cmiten, yang sebenamya mcnjadi 

sumber pendapatan dari konsultan hukum pasar modal tersebut dart diharapkan 

jangan teljadi adanya Japoran dari konsultan hukum pasar modal tersebut yang 

scpcrtinya dirckayasa untuk mcmcnuhi sclera emitcn, m1salnya adanya pendapat 

hukum (legal opinion) yang tidak bcrdasarkan p~lda data atau fakta yang tclah 

diungkapkan dalam pemeriksaan hukum (legal audit). 

2. Adanya kewajiban untuk memberikan pendapat dan penilaian yang independen, 

sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 67 UU No.8 Tahun 1995. 

Hal tcrsebut dimaksdukan agar supaya pendapat dan penilaian yang diberikan 

oleh Konsultan Hukum Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari 

pengaruh pihak yang memberikan tugas, sehingga penclapat atau penilaian yang 

cliberian obyketif dan wajar, serta hams menghinclari bentw"an kepentingan 

(conflick of inferest), yang mempengaruhi kebebasan dan independen. Hal 

tersebut berakibat adanya larangan bagi konsultan hukum pasar modal. antara 

lain memberikan jasa-jasa bagi emiten yang terafiliasi, membuat perjanjian bagi 

kepentingan dalam efek atau bagian dari laba emiten. (TutiI-. Haciiputranto. 

199-i: 17). Aclapun yang dimaksudkan clengan pihak terafiliasi adalah : (Pasal 1 

angka 1 UU No.8 Tahun 1995). 

a. hubungan keluarga karen a perkawinan dan kdclUnan sampai derajat kedua, 

baik secara horizontal maupun vertikal; 

b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komi saris dari pihak 

tersebut: 
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.... hubungan antara 2 (duJ ) perusahaan dimana terdapat satu datau lebih 

anggota dircksi atau dewan komisaris yang sarna; 

d. hubungan .1nt.1r.1 perusahaan dan pih.1k, b.1ik langsung maupun tidal,: 

langsung, mcngendalikan alau dikendalikan olch pcrusahaan tersebut; 

c. huhungan antara 2 (duJ) pcrusahaan ~'ang dih:ndalik:m haik langsung 

maupun tidak langsung, oleh pihak yang sarna; 

f. hubungan .1nt.1ra perusahaan dan pemegang saham ut.1ma. 

Dengan demikian dituntut adanya kejujuran dari sdiap konsultan hukum pasar 

modal untuk betuI-betui bCIvrakkk seem'a indenpendcn, dan diharapkan tidak 

. mcnjadi kepanjangan tangan dari emiten. Hal tersebut dirnungkinkan karena 

ad.lnya tendensi untuk membuat suam jasa pelayanan profesionaI dalam bisnis 

p:L;;;ar modal, yang keberadaan dalam satu atap, dimana melibatkan emiten 

sebagai pemilik modalny.1. Untuk itu setiap konsultan hukum pasar modal dalam 

rangka pen.ialank.an mgasnya climnrut untuk mengkaji dan mt'mpe1:ljJri semUJ 

dokurnen d'lri cara emiten, bukan sekedar percaya kcpada k\:(c:riHlgan inl-prrnasi 

yang dibcrihan okh dir.:bi diln atau kmnisaris. yang biasanva hanya bcrupa 

fotocopy dokumon. 

3. Ad:.lllya kewajiban dalam mdakukan due diligence. Due diligence mempakan 

kewajiban mutlak hagi piohak yang berkepentingan, dalam hal ini Konsultan 

Hukum pasar modal, untuk memverifikasikan keakuratan dari prinsip keterbukaan 

yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk 

penyelidikan dan penelitian yang mempakan bagian dari proses go public (AsriJ 

1-:-



Sitompul, 1999:25). Dengan demikian due diligence dapat dimaknakan sebagai 

suatu penelitian yang mendalam, yang dilakukan oleh Konsultan Huk'Um pasar 

modal dalam proses penawaran umum oleh Emiten. Tujuan utama aclanya 

kewajiban due diligence ini adalah : 

a. untuk memastikan bahwa perusaha.:m itu telah lu1us dan telah memenuhi 

persyaratan untuk dapat menawarkan efeknya; 

b. merupakan persiapan untuk melakukan pembelaan diri bagi setiap setiap 

profesi penunJ3ng pasar modal apabila terjadi tuntutan atau gugatan dari 

pihak-pihak yang dirugiLm dabm rangka p-:nawaran umum efek tersebut. 

Hal ini seja1an deng:m ketentuan di dalam penjelasan Pasal 80 UU No. 8 

Tahun 1995, yang menentukan diantaranya sebagai berikut : 

"profesi penunjang pasar modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas 

kerugian yang dideri14l oleh pemodal apabila .... telah melakukan 

langkah-langkah konkrit yang diperlukan unnlk memastikan kehenaran 

dari pt:myataan atau keterangan yang diungkapkan dalam Pcmyataan 

}\;ndaftaran ". 

Scbnjutnya dabrn rangka pelaksaan du..:: dilig..::nc..:: krs..::buL hal-hal 

pokok yang menjadi pcrhatian honsult:m Hukum paS3r motb! uapal diperin',::i 

scbJgJi 1.'crikut (Il~id .. ~ l--L~ ) : 

a. }(onsultan IIukum \\lIjib llntul-: mcncliti kl.'ahsahafl dokumen-dokum.:n 

p~nting pCIUsahaan. scp..:rti i zii-izin dJri Icmbaga pemerintah. scrtifikat 

tanah dan hangunan, lisensi-lisensi sena Iingkungan hidup; 
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b. h.onsultan Hukum wajib untuk mene1iti keabsahan Akta Pendirian 

berserta perubahan-perubahatmya, untuk memastibn tidak ada perubahan 

yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, scpe11i pengendalian 

perusahaan, tata cara pemilikan organ perseroan; 

c. Konsultan Hukum wajib untuk meneliti Anggaran Dasar perusaha.1n 

berserta perubahan-perubahan, untuk memastikan tidak ada ketentuan 

dalam pasal-pasalnya yang akan membawa akibat yang kurang baik bagui 

proses penawaran umum dek perusahaan; 

d. Konsultan Hukum wajib untuk meneliti catatan-catatanirisaJah rapat 

(RUPS/direks~ untuk dapat mengetahui keputusan rapat dan segala hal 

yang tCljacli se\vaktu rapat tersebut berlangsung; 

e. Konsultan Hukum wajib untuk meneliti Perjanjian hutang untuk 

memastikan aclanva tidak adanya perjanjian yang berakihat tidak haik 

tcrhaJap pCI1l~,lhaan dima~a yang al-:an datang: 

f Knnsliltan Huhulll \\;1 iib UlI(uk Iltellditi Kpllt'al-:-kontraJ..: lkllgall 

p..:masok. untuk menjamin tidak ada kontr3k-l-.onlral-. yang disembumikan 

yang akan berakibat m..:rugikan perusahaan dimasa yang akan datang; 

g. Konsultan Hukum wajib untuk meneliti Proses hukum yang sedang 

betjalan dan mungkin akan terjadi, yang dapat mengancam kebncaran 

bisnis perusahaan. 
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H. l\:ranan k\)Hsuhan llukum Pasar Modal 

Dalam rangka tllcndukullg: llsaha p..::nh.:rintah untul-. lih':U\'vujudkan ada\lya 

pdaks.1n.1.1Il prinsip keterbub.1t1 infc,rma~i di .:lJl~lm J.;.;,.;giat.1n l'~lsar ~fodal. d..::ngan 

jalan memberikan infoITIlasi yang kngkap dan \Vajar kepada masyarakat investor, 

Illaka Emiten dan kmbaga yang krkait lJinnya; khususnya Konsultan Hukum Pasar 

\'fodaJ, mempunyai kcwajihan untuk mengungkapkan secara benar hal-hal yang 

menyangkut perusahaan yang go publik. 

Dalam pemhahasan peranan konsultan hukum inL yang dimaksud dengan 

konsultan hukum di~ini adlah ahli hukum yang mernberikan pendapat hak kepada 

pihak lain dan tcrdaftar di Bapeparn (lihat Penjclasan Pasa164 huruf (b) T.JL"'PM). 

Sd.1m::: ini pcmbahasan yang bcrkcllaall dengan pClUsahaan sering kali hanya 

difokusbn L:pada Jspd·, cKonomi, ll1Jnajerncn produksi, pernasaran dan scbagainy..l. 

Pemanan hukum ~eolah-olah hanya diperlubn P:lc!J sa:lt pcmhllatan :Jkta pcnc1iri:m 

~amlln daiam keg.izlI;m P:lS;l1 mocl:ll pr:[,JIJaIl huLulll sang:lt prinsipll ciJTl 

menenlUkan. serta peranan u:rsebul rlitangani okh konsultan hukum pasar m()cbl. 

D.-tlam \1h.:laksana~aIl Illgasn~'a h.onsuitan I IuhullI pasar modal 1Tl..:IJlPU\I\ ai 

p~ranJn s;.:;bagai bcrikut : 

i't:hlit .. 
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cmit.;n, juga pcndapatnya tcntang cmikn scndiri yang dimuat dalam prospcktus 

yang diterbitkan dalaffi r~mgka elmSI (Dana Reks3. 1987:92). Hal tersebut 

dhvujudkan dengan pembuatan legal audit (pemeriksaan hukum) dan legal 

opinion (pendapat hukum). Legal audit dipakai oleh seorang Konsultan Huk'Um 

pasar modal sebgai landasan untuk membuat legal opinion. Serta legal opinion ini 

wajib dirnuat dalam prospektus yang dibuat oleh Emiten. Sebagairnana ditentukan 

dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-511PMl1996, bahwa pendapat dad 

Konsultan Hukum pasar modal antara lain meliputi : 

a. keabsahan akta pendirian selia Anggaran DasJl' dan pcrubahan-perubahannya; 

b. keabsahan perjanjian-peIjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan 

peljanjian penting lainnya; 

c. apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pe1aksanaan 

kegiatan usaha yang direncanakan Emiten tetah diperoleh; 

d. stams pemilibn Jkti";l \'ang l11Jtcriii clari Emitcn: 

r:. scng.kda (litigasi) yang pc:nling dan reln'an. tuntulan perdata atau piLiana sr:rta 

tindakan hukum lairul~'a mcnyangkut Emitcn, komisaris atau din:ktur: 

f apakah modal Emitcn dan pcmbahan-pcmbahan yang direncanakan, diajukan 

sesu.1i dengan peraturan pemndang-ul1dangan yang berlaku dan tebh 

memp<.;;rokh s<.;;mua pers<.;;tujuan yang diperlukan; 

g. hal-hal yang matcriil lainnya sehubungan dcngan status hukum d:1fi Emitcn 

el:m p.:'nJWafan Efd yang abn dilaksanakan. 

,1 



Di sall1ping itu b~rkcnJan d.,;;ngan pcndapat hukum. ada bebcrapa aspck 

yang menonjol dalam pendapat hukum, yaitu (PPI-!, 1992:49) : 

3. Pendapat hukum merupakan (1.1sa1' penilaian pCljanjian; 

b. Pen'dapat hukum haruslah yang dapat diterima oleh pe1'janjian; 

c. Pendapat hukum haruslJh dibuat oleh konsultan yang ditunjuk olch Emilen 

dan be1'kulaitas sebagtll konsultan hukum yang independen. 

2. ;\'kmhenahi sualu perusahaan yang akan go publik, misalnya dengan melakukan 

restlUkturisasi dalam berbagai hal; 

3. Ikut mendampingi dan memberikan advis hukum kepada kliennya, yang diduga 

telah me1a1..ukan pelanggaran hukum pasar modal; 

4. Ikut membantu profesi lain yang terlibat dalam kegiatan pasar modal untuk 

menangani masalah-masalah hukum, seperti membantu notaris, a1..untan, 

underwriter dalam pembuatan kontrak-kontrak; 

5. \ kmpakan mitra pemerintah. clalam hal ini Bapepam UTll1Jk memecahkan 

bcrhagai pl:r~!turan hukulII pa:-;.lr modal. 

C. Tanggung (Jugat KonsuIt1U1 Huk--um Pasar ~'foda.1 

Lndang-undang ~o. 8 Tabun ] 995 tentang Pa:-;ar ~ll>dal b~:s<:rl<l per~lturan 

pdaksanaannya. tidak mcngatur s~cara rinci mcngcnai tanggung gugat profesi 

penunjang pasar modal. ~amun hal ini tidak dimaksudkan balma prof.:.;.;i pcnunjang 

pJSJf modal terlepas sarna sckali dari tanggung gugat, scbab tcrdapat b<:bcrapa pasal 



d.:llam Cndang-undang ~o. 8 Tahun 1995 tcrsebut yang dapat ditafsirkan scbagai 

pemberim bebm tanggung gugat bagi profesi penur\iang pasar modal,' khususnya 

Konsultal1 Hukum pasar modal. Hal tersebut didasarkan pad a arti pentingnya 

kehcradaan Konsultan Hukum pasar modal di dalam kegiatan pasar modal, yaitu 

bahwa meskipun Konsuitan Hukum pasar modal bukan sebagai pelaku utama di 

dalam kegiaatn pasar modal, namun keberadaan Konsultan Hukum pasar moda~ 

sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, ini diwajibkan dan sangat 

diperlukan oldl ~alon Emiten dalam setiap proses go public. 

Emiten bertanggung gugat atas pemyataan dan infonnasi yang mcngandung 

misleading statement dan onunssion of fact yang terdapat di dalam dokumen-

doI-:umen yang diwajibkan dalam proses go public. Berkenaan dengan hal tersebut 

Konsultan Hukum pasar modal juga ikut bertanggung gugat minimal untuk bidang 

pekerjaan yang dilakukannya untuk Emiten. Hal tersebut sebagaimana ditentukan di 

dalam Pasal 80 ayat ) humf d IT NO.8 Tahun 1995, yang pada intinya mcncntukan 

bahwa "profesi penunjang pasar modal ikut bet1anggung gugnr. yang pendapat at au 

ke!l:raf1~.lnl1~'a dan ;tlas persdujuallTl~'a dimuat dalalll Ih,TT1\'alaan Ih.:ndaltaran. 

m~ngaJ..:ib:l!bn ad;mya "miRslcading Stcatcmcnt dan Omrnission of f~ct" s'::11a 

I11cllill1buiLm l-:rugiJn b;lgi pih.1L bill. khustlsnvJ inn.:stor·'. 

D'.:ng~lf1 ckmiki.lll pad a PliIlsipnYJ langgung gugJt honsultan Hukum pasar 

m0dal hanya terhatas pada pendapat atau keterangan yang dibcrikannya dalam rangka 

pemyataan pcndaftaran haik dalam hcntuk legal audit maupun legal opinion. olch 

karena itu investor hanya dapat menuntut ganti rugi atas kemgian yang timhuJ akibat 



dari pendapat atau pcnilaian yang diberikan olch Konsulun Hukum pasar modal 

tersebut (lihat Pasal 80 ayat (2) UUPI\{ beserta penjelasarmya). 

Ballkan lebih lanjut ditentukan dai dalam Pasal 80 ayat 3 UU No. 8 Tahun 

1995, bahwa Konsultan Hukum pasar modal tidak bertanggung gugat atas kerugian 

yang didetita oIeh investor apabila Konsultan Hukum pasar modal tersebut telah 

melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional. Adapun 

penilaian atau pendapat tersebut dianggap te1ah diberikan secara profesional apabila 

telah memenuhi kreteria sebagai berikut : 

3. Pekerjaannya tclah dilakukan sesuai dengan nOlma pemeriksaan; 

b. Scsuai pula dengan prinsip-prinsip dan kode etik profesinya; 

c. Pendapatnya at au penilaiannya itu telah diberikan secara independen; 

d. Telah pula melalmkan Iangkah-Iangkah kongkrit yang diperlukan untuk 

memastikan kebenaran dati pemyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam 

suatu Pemyataan Pendaftaran, dalam hal ini sering disebut kewajiban due 

diligence (pemeriksrull1 yang mendalam). 

hlderia tl.!rscbut ditcntukan secara tegas di dalam penjelasan Pasal 80 ayat 3 yang 

bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut : 

··Penjamin Pdaksana Emisi Efek auu Profesi Penunjang Pasar l\lodal tidak 
dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang dideriat oleh pemodal apabila 
penjamin peiaksana emisi efck atau profesi penunjang pasar modal tersebut 
tdah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional, 
dalam arti pekerjaannYa telah dilaksanakan sesuai dengan nonna pemeriksaan. 
prin_sjQ-P1:in_silu11!LhQd~ __ ~Jik_m~;;ing-masing J2mfe.~i'-u~l~lLP_'~.!lgEj)illp):~a._flJ~l.ll 
penilaiannva . itu telah dibcribn secara indepenclen. Selain itu. pcnjamin 
pelaksana emisi efek atau profcsi penunjang pasar modal telah m~I;J,1~y1~!1 

t~mgk.JJ1:JanglmtL~_()ng~rit.yang_(lipel'Jll~'m_lIrlluk t}1emastik~Tl k.eh~naran.~I"ri 
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1)' i i h "I,Ll l,al,Lll k<:t -:Xangan y,lllg dii.lllgkapJ,:an~1;,lIamJ\:rnYflt'.h1ItJ~_emlaftaraf}·' 
"_','1"; l',l\\,~h clJri pcnllli~) 

hcrKcna;m dengan ad;m~'a tunt1ltan ganti IlIpi eli atas m(lka perIu diperhatikan 

ad~m\a 1-.d-;ntuan di dalam Pasal SO ayat 4- lll~ No.8 Tahun 1995 yang menyebutkan 

ba!m;a tuntutan ganti rugi itu hanya diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 

pemyataan pendaftaran efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan tersebut 

mcrupakan ketentuan mengenai batas waktu pengajuan (kacL11uwarsa) tuntutan ganti 

rugi atas kerugian yang diderita oleh Emiten, yaitu 5 (lima) tahun. 



BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

BcrdJ'<lrkJIl k:;;cluruh:lll ULlIJI1 di JIJS, maLl clari pcnditian tnt (Llp:!1 ditarih 

l)"hcrapJ ksimj1ul.m ~..:bagai h..:rihui 

a. Dalam rangka mcwujllc!k:m pcLlks:m:lan pnnstp 1·:ctcrblll.aan ll1formasi eli daJam 

J.1L::l1 ILl! ::,j cblam bcntuk p-':li.1:riL.;aan hukum (legal auJil) dan p('mlapJt llUkum 

(leg:!1 ,'pini('n). 

h. n;I1.11l~ ;'_i:1~'~,:1 :~1;':!JL,1,~al. _:11 l'il:Jn~: IligJ<;f1Y;\ krl.,\.'hut. Knn'illlt:m Hukulll 1);1'<11' 

111(,·1.'11 il1\\J.lit)kim mCI'l;l!l!l1i k('d: ,:tik clan st:1I1clJr prnt\.':.;i nT1f; clit,:tJpkan okh 

dihcrikan Sc;;Jr:l inckpctlcicn"(,11:1 t1l('J1(lukullg prmslp ketcrbub:m, ll1:Jha 

clit~'nruLm Jd:mya kcwJjih:m un Ink ikut hCl1anggung gugJt :lIas kcmgian yJng 



diderita investor dalam hal pendapat dan ketcrangan yang diberikan tidak sesuai 

dengan yang dimaksud. 

27 



DAFTAR PUSTAKA 

Asril Sitompul, Due Diligence dan_TilJ}ggl,1!1gJ .. 11V;lQ_. L~mQ_~ga::,l.:mb_Jga P-':T111Dj::.mg 
Pada Proses Mena\V3raIlJ.Itrmtr\! C~t. I. Citra .\ditya Bakti. Handung. ll)99. 

Dana Reksa, Pasar l\'loda1 Indonesia. Pengalaman dan Tantan!!an, FEGl, Jakarta, 
1997. 

Hemphil~ Charles F.& Judi A. Long~ Basic Busines~L~1w R. Prentice Hallm, New 
Jerseyy, USA. 

Hasan Zaen :r...1ahrpud, "Klimaks Kasus Saham Bank Pikko", Bisnis Indonesia, 19 
Mei 1997. 

I Nyoman Tjager, Pokok-pokoJL;\:Jjlt~ri UJ1di!I1g:..VndaDgN~lLIahl,1.t.L19.2~tcnt'!ng 
Pasar Modal disampaikan pada PenataranDiskusi Hukum Ekonomi "Aspe},: 
Hukum Pasar ~vfodal Indonesia", Fakultas Hukum' Cniv~rsitas Gajah :\orada. 
Yogyakarta, 17 - 22 Nopember 1997. 

!\larzuki Usman, et.aL AB(~ljlsaL.MQ.dal ln~J.QJ1s:~j;,t, L~mbaga Pengemhangan 
Perbankan Indonesia bekeljasama dengan Ikatan Satjana Ekonomi Indonesia 
DKI Jaya, Jakarta, 1990. 

Munir Fuady, Pasar Modal Mod~m (Tinjauan HukuJ"I.U..1 Ct:t. L Citra Aditva Bhakti, 
Bandung, 1996. 

PPH, Kebutuhan Akan Penataan __ ~~~jl..r~1Qg~LPi JDQQt}csi;!, lvrampang lndah 
Pratama, Jakarta, 1992. 

T. Mulya Lubis, Eksistensi PrQfcsi Pemmjang Pasar ~1odal D;Ilam Undan.,g:~_·ndang 
Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Makalah S~minar Lembaga Pasar Modal, 
Puslitbank Hukum Lemlit Unair didukung okh I3abepam, Surabaya, 20 Januari 
1996. 

Tuti Hadiprutanto, Peranan Tan g gun.&.., Jawab.-l?rQfcsi Pemmjang D~lmILI~nQ.k.;l 
Disclosure Obligation, rvlakaJah., FHUI. Jakal1a, 199-L hal. 17. 



Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar ~lodal. 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tcnt~lI1g Penyelenggaraan' Kegiatan eli 
Bidang Pasa'r !\'fQQ~l 

Keputusa~ Ketua Bapepam No.: KEP-371PMi1996 tentang Pendaftaran Profesi 
Penunjang Pasar Modal. 

Keputusan Ketua Bapepam No.: KEP-5llP!\-111l)96 tcntang Pedoman MenQcnill 
Bentuk dan lsi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran 
Umum. 


	JUDUL
	RINGKASAN
	DAFTAR lSI
	BAB I PENDAHULUAN
	BAS II TINJAUAN PUSTAKA
	BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
	BAB IV METOOOLOGI PENELITIAN
	BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
	BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA

